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ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Pengadilan
Negeri Pangkalan Balai Nomor 22/Pdt.G.S/2023/PN Pkb terkait gugatan
sederhana wanprestasi pada perjanjian kerja sama sub-kontraktor. Permasalahan
yang dianalisis meliputi dasar pertimbangan hakim terhadap gugatan sederhana
wanprestasi berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata serta implikasi hukum putusan
tersebut bagi penyelesaian sengketa di masa mendatang Penelitian ini
menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan kasus (case approach)
dan perundang-undangan (statute approach). Hasil penelitian menunjukkan
bahwa hakim menyatakan gugatan tidak dapat diterima (NO) karena terdapat
cacat formil berupa kurang pihak (plurium litis consortium), sehingga gugatan
tidak memenuhi syarat subjek hukum yang lengkap. Implikasi hukum dari
putusan ini menegaskan pentingnya pemenuhan syarat formil para pihak dalam
gugatan sederhana agar dapat diperiksa pokok perkaranya serta memberikan
pedoman bagi praktik peradilan ke depan.

Kata Kunci: Wanprestasi, Gugatan Sederhana, Perjanjian
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang

Wanprestasi dalam ranah hukum perdata, persoalan wanprestasi atau
pelanggaran janji kerap muncul sebagai tantangan utama dalam pelaksanaan
perjanjian. Wanprestasi terjadi ketika salah satu pihak gagal memenuhi
kewajibannya sebagaimana yang telah disepakati dalam kontrak, baik karena
unsur kesengajaan, kelalaian, maupun faktor-faktor lain yang tidak terduga.
Kondisi ini tidak hanya merugikan pihak yang dirugikan, tetapi juga dapat
menimbulkan ketegangan dalam hubungan bisnis dan mengikis kepercayaan
antar pihak.!

Hukum perdata, wanprestasi merupakan suatu keadaan dimana salah satu
pihak tidak memenuhi kewajibanya sesuai dengan perjanjian. Sebagai
konsekuensi huku, pithak yang wanprestasi wajib memberikan Ganti rugi kepada
pithak yang dirugikan. Mari kita lebih dalam mengenai dasar hukum dan
mekanisme hukum yang berlaku dalam kasus wanprestasi kegagalan seseorang
untuk melaksanakan kewajiban yang telah disepakati.?

Sebagai respons atas persoalan semacam ini, hadirnya pengadilan gugatan
sederhana (small claim court) menjadi salah satu solusi efektif untuk

menyelesaikan sengketa wanprestasi. Menurut John Baldwin mendefinisikan

YYahman, Karakteristik Wanprestasi dan Tidak Pidana Penipuan (Jakarta: Kencana, 2014),
hlm. 7.

2 Mahalia Nola Pohan dkk., “Aspek Hukum Terhadap Wanprestasi Dalam Perjanjian Sewa-
Menyewa Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,” Jurnal Perspektif Hukum 1, no. 1
(2020): 34.



small claim court sebagai lembaga peradilan yang bersifat informal, sederhana,
dan berbiaya rendah, di mana para pihak dapat mengajukan perkara tanpa
keharusan didampingi pengacara.> Gugatan sederhana sendiri merupakan
mekanisme pemeriksaan perkara perdata dengan nilai materiil maksimal
Rp500.000.000, yang prosesnya diatur secara ringkas dan pembuktiannya pun
sederhana. Pengaturan mengenai gugatan sederhana ini tercantum dalam Pasal 4
Perma No. 4 Tahun 2019 sebagai perubahan atas Perma No. 2 Tahun 2015.
Dalam prosesnya, para pihak diperbolehkan menunjuk kuasa hukum atau
menerima bantuan hukum.* Tujuan utama pengadilan ini adalah memperluas
akses keadilan, khususnya bagi masyarakat yang menghadapi sengketa dengan
nilai kecil, sehingga mereka tidak terhambat oleh proses hukum yang rumit dan
biaya tinggi.’

Selain dari pasal 4 Perma No. 4 tahun 2019 adapun penjelasan lain dari
gugatan sederhana pasal 17 Perma No. 2 tahun 2015, yang menyebutkan peraturan
yang mengatur tata cara penyelesaian gugatan sederhana. Ada jenis- jenis perkara
khusus, misalnya soal persaingan bisnis yang tidak sehat, masala konsumen, atau
konflik di tempat kerja, yang penyelesaianya diatur khusus oleh undang-undang
dan harus melalui pengadilan tertentu.

Perkataan wanprestasi berasal dari bahasa belanda, yaitu berarti prestasi

buruk. Wanprestasi atau dikenal dengan istilah ingkar janji, yaitu kewajiban dari

3 Septi Wulan Sari, “Penyelesaian Sengketa Melalui Small Claim Court,” Ahkam: Jurnal
Hukum Islam 4, no. 2 (2016): 327-348.

4 John Baldwin, Small Claims in the Country Courts in England and Wales (Oxford: Oxford
University Press, 2003), hlm. 20.

S E. Sundari, Praktik Class Action di Indonesia (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2015),
him. 3.



debitur untuk memenuhi suatu prestasi, jika dalam melaksanakan kewajiban
bukan terpengaruh karena keadaan, maka debitur dianggap telah melakukan
ingkar janji, wanprestasi artinya tidak memenuhi kewajiban yang telah disepakati
dalam perikatan. wanprestasi adalah suatu keaadaan dalam mana seorang debitor
(berutang) tidak melaksanakan prestasi yang diwajibkan dalam suatu kontrak,
yang dapat timbul karena kesengajaan atau kelalaian dibitor itu sendiri dan adanya
keadaan memaksa (overmacht).

Kendati menawarkan banyak kemudahan, praktik penanganan wanprestasi
melalui pengadilan sederhana juga menghadapi sejumlah kendala. Salah satu
tantangan terbesar adalah memastikan seluruh pihak yang berkepentingan dalam
perjanjian turut dilibatkan dalam gugatan. Ketidakhadiran pihak yang relevan
dapat berujung pada putusan yang tidak adil. Hal ini tercermin dalam perkara
antara PT. Mustika Adhipurnama dan PT. Pakita Mandiri Pratama, di mana
penuntut mengalami hambatan dalam menuntut haknya karena tidak semua
pihak yang terkait dilibatkan dalam gugatan.

Dalam kasus tersebut, penuntut yang beralamat di Jalan Paroa Nomor 13
RT 003 RW 009, Kelurahan Malabar, Kecamatan Lengkong, Kota Bandung,
menuntut pihak terdakwa yang berdomisili di Pangkalan Gelebak, Kecamatan
Rambutan, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan.® Sengketa bermula dari
perjanjian  sub-kontrak rehabilitasi jembatan dengan nilai kontrak
Rp1.653.000.000. Walaupun telah ada pembayaran sebagian, masih tersisa

tunggakan sebesar Rp442.134.750 yang belum dilunasi, sehingga terdakwa

6 Putusan No.22/Pdt.G.S/2023/Pn Pkb,HIm 1.



dianggap wanprestasi.’

Permasalahan utama muncul saat hakim memutuskan gugatan tidak dapat
diterima (niet ontvankelijk verklaard) karena penuntut tidak melibatkan Ir. Budhi
Ramadhan sebagai pihak dalam perjanjian. Kejadian ini menegaskan pentingnya
mencantumkan seluruh pihak yang relevan demi memastikan keadilan dan
kepastian hukum. Akibat kelalaian tersebut, penuntut tidak dapat menuntut
haknya secara efektif, sehingga berpotensi menimbulkan kerugian lebih lanjut.

Kaitannya dengan konsep small claim court dan asas gugatan sederhana
sangat nyata.® Pengadilan sederhana dirancang untuk menyelesaikan sengketa
secara cepat dan efisien, namun jika pihak-pihak yang terlibat tidak lengkap,
proses penanganan pun menjadi terhambat. Hal ini menimbulkan pertanyaan
tentang bagaimana pengadilan dapat meningkatkan efektivitas penanganan
perkara wanprestasi dan memastikan seluruh pihak yang berkepentingan terlibat
dalam proses hukum.®

Lebih jauh lagi, setiap individu maupun badan hukum berhak memperoleh
perlindungan hukum yang adil dan setara. Dalam konteks ini, pengadilan
sederhana berperan sebagai jembatan agar hak-hak tersebut dapat diakses oleh
masyarakat luas, terutama mereka yang tidak memiliki sumber daya untuk

menempuh jalur hukum formal yang lebih mahal. Dengan demikian, pengadilan

"Yahman, Karakteristik Wanprestasi dan Tidak Pidana Penipuan (Jakarta: Kencana, 2014),
hlm. 7.

8 Eddy Marek Leks dan Erinda Resti Goesyen, Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana
(Small Claim Court) (Jakarta: Leks & Co, 2017), him. 2.

® Mahalia Nola Pohan dkk., “Aspek Hukum Terhadap Wanprestasi dalam Perjanjian Sewa-
Menyewa Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,” Jurnal Perspektif Hukum 1, no. 1
(2020): 45-58.



sederhana tidak hanya berfungsi sebagai forum penanganan sengketa, tetapi
juga sebagai sarana memperkuat keadilan sosial dan meningkatkan
kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan.

Berdasarkan putusan tersebut, penulis terdorong untuk melakukan kajian
lebih mendalam mengenai pertimbangan hukum hakim dalam gugatan
sederhana wanprestasi atas perjanjian kerja sama sub-kontraktor, dengan
mengambil judul skripsi Pertimbangan Hukum Hakim Atas Gugatan
Sederhana Wanprestasi Terhadap Perjanjian Kerjasama Sub- Kontraktor
(Studi Putusan Pengadillan Negeri Pangkalan Balai Nomor
22/Pdt.G.S/2023/Pn Pkb).

B. Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka permasalahan yang penulis
rumuskan adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pertimbangan hukum hakim atas gugatan sederhana
wanprestasi terhadap perjanjian kerjasama sub-kontraktor berdasarkan
pasal 1320 kuh perdata?

2. Bagaimana implikasi hukum dari putusan Pengadilan Negeri Pangkalan
Balai Nomor 22/Pdt.G.S/2023/Pn Pkb terhadap penanganan sengketa
wanprestasi dalam konteks perjanjian kerjasama sub-kontraktor di masa

mendatang ?



C. Tujuan Penelitian
Sumber tujuan yang penulis capai dalam penelitian ini adalah sebagai
berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hukum hakim atas
gugatan sederhana wanprestasi terhadap perjanjian kerjasama sub-
kontraktor berdasarkan ketentuan pasal 1320 kuh perdata.

2. Untuk mengetahui dan menganalisis implikasi praktis dari putusan
Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor 22/Pdt.G.S/2023/Pn Pkb
terhadap penanganan sengketa wanprestasi dalam konteks perjanjian
kerjasama sub-kontraktor di masa mendatang.

D. Manfaat Penelitian
Berdasarkan penelitian ini diharapkan dapat diambil manfaatnya baik
bagi penulis sendiri maupun bagi pihak lain. Manfaat penelitian ini dapat
ditinjau dari dua segi yang saling berkitan yakni segi teoritis dan segi praktis.

Dengan adanyan penelitian ini, manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Secara teoritis

Manfaat dari penelitian teoritis ini adalah untuk memperluas wawasan
dan pengetahuan di bidang hukum, khususnya terkait pelaksanaan perjanjian
kerja sama subkontrak. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber bacaan,
acuan, atau pedoman bagi penelitian selanjutnya serta turut berkontribusi
terhadap pengembangan ilmu hukum, terutama dalam ranah hukum kontrak.

Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan mampu memperkaya khazanah

literatur dan teori hukum, khususnya yang berkaitan dengan hukum perjanjian



dan penanganan sengketa melalui mekanisme gugatan sederhana. Penelitian ini
memberikan pemahaman yang lebih jelas mengenai bagaimana prinsip- prinsip
hukum, seperti keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan,
diimplementasikan dalam praktik peradilan, khusunya dalam kasus gugatan
sederhana.
b. Secara praktis
Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai referensi bagi para pihak
dalam menyelesaikan konflik wanprestasi yang muncul dalam pelaksanaan
perjanjian sub-kontraktor. Di sisi lain, penelitian ini juga diharapkan dapat
memberikan informasi yang bermanfaat bagi masyarakat umum untuk
mengetahui bagaimana proses penanganan wanprestasi dilakukan dalam
praktik perjanjian sub-kontraktor.
a. Untuk Masyarakat
Dengan adanya hasil penelitian ini, dapat memberikan manfaat pengetahuan
bagi pembaca atau masyarakat luas selaku pencari keadilan dalam
memahami tentang pertimbangan hukum hakim atas gugatan sederhana.
b. Manfaat akademik
Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat akademik
yang salah satu upaya pengembangan kajian ilmu hukum tentang
wanprestasi terhadap perjanjian kerjasama sub kontaktor.
E. Ruang Lingkup
Ruang lingkup dari skripsi ini hanya membatasi pada penjelasan dan

analisis pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim dalam memutus



perkara gugatan sederhana wanprestasi terhadap perjanjian kerjasama sub-
kontraktor, sebagaimana tercermin dalam putusan Pengadilan Negeri
Pangkalan Balai Nomor 22/Pdt. G.S/2023/Pn Pkb.

Ruang lingkup penelitian mencakup penjelasan mengenai prosedur
gugatan sederhana yang digunakan, mulai dari proses pengajuan hingga
penjatuhan sanksi terhadap pihak yang dinyatan wanprestasi. Selain itu,
penelitian ini juga membahas secara mendalam dasar-dasar pertimbangan
hukum yang diambil oleh hakim, termasuk penerapan aturan hukum yang
releven, penafsiran terhadap perjanjian kerjasama sub-kontraktor, dan alasan
yuridis yang memengaruhi keputusan akhir dalam perkara ini.

F. Kerangka Teori
a. Teori Pertimbangan Hukum Hakim ( Ratio Decidendi )

Menurut goodheart, ratio decidendi dapat ditemukan dengan
memperhatikan fakta material.’° ratio decidendi atau pertimbangan hakim
adalah alasan hakim yang digunakan oleh hakim sebagai bahan
pertimbangan hukum yang menjadi dasar sebelum memutuskan perkara.!

Kesesuaian antara teori ini dengan penelitian yang akan dibahas
adalah karena pada penelitian ini penulis akan menganalisis putusan, dan jika

dikaitkan dengan teori pertimbangan hakim maka akan dilihat apa yang

10 Rezky Robiatul Aisyiah Ismail dkk., “Argumentasi Hukum Terhadap Pertimbangan
Hakim dalam Putusan Perkara Sengketa Kepegawaian,” Palar: Pakuan Law Review 7, no. 2 (2021).

1 Siti Nur Aisyah dkk., “Analisis Putusan Hakim tentang Percampuran Harta Bawaan
dan Harta Bersama Perspektif John Bordley Rawls,” Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial, dan
Sains 11, no. 1 (2022).



menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara atas gugatan
sederhana wanprestasi dalam putusan ini. Dari sini akan dilihat apakah hakim
benar-benar akan mempertimbangkan fakta-fakta yang ada dalam
memutuskan suatu perkara.*?

Menurut undang-undang nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan
kehakiman, pertimbangan hakim adalah pemikiran-pemikiran atau pendapat
hakim dalam menjatuhkan putusan dengan melihat hal-hal yang dapat
meringankan atau memberatkan pelaku.®® Setiap hakim wajib menyampaikan
pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa
dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan.

Kekuasaan kehakiman merupakan badan yang menentukan dan kekuatan
kaidah-kaidah hukum positif dalam konkretisasi oleh hakim melalui putusan-
putusanya. Menurut gerhard robbes secara kontekstual ada 3 (tiga) esensi
yang terkandung dalam kebebasan hakim dalam melaksanakan kekuasaan
kehakiman, yaitu:

a. hakim hanya tunduk pada hukum dan keadilan:

b. tidak seorang pun termasuk pemerintah dapat mempengaruhi atau

mengarahkan putusan yang akan dijatuhkan oleh hakim:

c. tidak ada konsekuensi terhadap pribadi hakim dalam menjalankan

tugas dan fungsi yudisialnya:

12D’ Yesebell Sheila Mandey, Jeane Kermite Dan Arie V. Sendow, “Kajian Hukum Putusan
Bebas Yang Berkaitan Dengan Batas Minimal Pembuktian Menurut Pasal 183, UU No. 8 Tahun
(1981) Tentang Kuhap”, Lex Crimen Vol. 9, No. 3 (Juli 2020), Him. 126

13 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
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b. Teori Perjanjian

Menurut Prof. Subekti S.H, perjanjian adalah suatu peristiwa hukum
dimana satu pihak atau lebih berjanji kepada pihak lain untuk melakukan
suatu hal, tidak melakukan suatu hal, atau memberikan sesuatu. Perjanjian
merupakan suatu peristiwa hukum dimana suatu pihak atau lebih
meningkatkan diri terhadap pihak lain untuk melakukan suatu tindakan
hukum.

Pengertian perjanjian menurut Pasal 1313 KUHPerdata adalah : “Suatu
perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya pada satu
orang atau lebih.” Namun ketentuan Pasal ini kurang tepat, karena memiliki
beberapa kelemahan. Kelemahan-kelemahan tersebut adalah sebagai
berikut.1

a. hanya menyangkut sepihak saja.

b. kata perbuatan mencakup juga kata konsensus.

C. pengertian perjanjian terlalu luas.

d. tanpa menyebutkan tujuan.

Jika pelaksanaan perjanjian menurut hurufnya, justru akan menimbukan
ketidak adilan, maka hakim mempunyai wewenang untuk menyimpang dari
isi perjanjian menurut hurufnya.'® kesesuaian antara teori perjanjian dengan
penelitian yang akan diteliti adalah penulis meneliti tentang wanprestasi

terhadap perjanjian, yang mana wanprestasi hanya dapat terjadi apabila

14 J. Satrio, Hukum Perikatan: Perikatan yang Lahir dari Perjanjian (Bandung: PT Citra
Aditya Bakti, 1995), him. 24.

15 Hernoko Agus Yuda, Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas dalam Kontrak
Komersial (Jakarta: Prenamedia Group, 2010).



terjadi hubungan hukum dalam suatu perjanjian. Teori perjanjian ini akan
menjadi landasan yang digunakan untuk menganalisis aspek wanprestasi
yang terjadi dalam putusan yang akan diteliti.

c. Teori Kepastian Hukum

Menurut pandangan Gustav Radbruch, terdapat empat hal pokok yang
berkaitan dengan makna kepastian hukum. Pertama, hukum harus bersifat
positif, yakni berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku secara
resmi. Kedua, hukum harus berlandaskan pada fakta sehingga penerapannya
pasti dan tidak bergantung pada penilaian subjektif hakim, seperti klausul
umum “kesopanan” dan “kemauan baik”. Ketiga, fakta yang menjadi dasar
hukum harus dirumuskan dengan jelas agar tidak menimbulkan kesalahan
tafsir dan mudah dilaksanakan. Keempat, hukum positif tidak seharusnya
sering berubah.

Radbruch menegaskan bahwa kepastian hukum adalah kepastian atas isi
hukum itu sendiri. Kepastian hukum lahir dari keberadaan hukum, terutama
peraturan perundang-undangan. Dengan adanya hukum, kepastian hukum
pun hadir. Radbruch juga menekankan pentingnya menjaga kepastian hukum
demi ketertiban masyarakat. Oleh karena itu, hukum positif yang mengatur
kepentingan masyarakat harus ditaati, walaupun terkadang hukum tersebut
kurang adil atau belum sepenuhnya memenuhi tujuan hukum. Penegakan

hukum adalah hal yang wajib, dan negara harus menyediakan sarana yang
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efektif agar peraturan dapat dijalankan.®
Dengan demikian, kepastian hukum yang diharapkan semua pihak dapat
terwujud. Asas kepastian hukum menurut Radbruch merupakan nilai dasar
dalam hukum. Asas ini menuntut agar hukum dibuat dengan jelas dan tertulis.
Keberadaan asas ini penting karena memberikan jaminan kejelasan terhadap
produk hukum positif. Makna asas ini sejalan dengan prinsip utama
positivisme hukum, yaitu kejelasan (certainty). Oleh sebab itu, pembahasan
ini bertujuan memahami asas kepastian hukum melalui perspektif positivisme
hukum. Selain itu, teori kepastian hukum juga berkaitan dengan
prediktabilitas, yaitu kemampuan memperkirakan hasil suatu perkara. Dalam
konteks ini, penelitian terhadap pertimbangan hakim bertujuan menilai apakah
putusan dalam perkara Nomor 22/Pdt.G.S/2023/Pn Pkb konsisten dengan
putusan serupa sebelumnya. Hal ini penting agar masyarakat mendapatkan
gambaran jelas mengenai penerapan hukum dalam kasus tertentu.
G. Metode Penelitian
Metode penelitian merupakan bagian penting dalam sebuah kajian ilmiah
yang digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian dalam mencapai
tujuan penelitian. Dalam penelitian yang berjudul “pertimbangan hukum
hakim atas gugatan sederhana wanprestasi terhadap perjanjian kerjasama sub
kontraktor studi putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor

22/2023/Pn Pkb” metode penelitian yang digunakan akan mencakup

16 Mario Julyono, “Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi
Penalaran Positivisme Hukum,” Jurnal Crepido 1, no. 1 (2019): 178.
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pendekatan penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, serta
teknik analisis data yang di jelaskan sebagai berikut:
1. Jenis Penelitian
Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah
penelitian normatif. Dalam penelitian ini data primer didapat melalui teori-
teori, peratuaran perundang-undangan, dan konsep-konsep yang dijadikan
sebagai landasan teori bagi peneliti yang akan dilakukan, hukum normatife
yang objek penelitianya berupa norma hukum, konsep hukum, asas hukum,
dan doktrin hukum.
2. Pendekatan Penelitian
Adapun pendekatan penelitian yang digunakan penulis pada penelitian ini
sebagai berikut:
a. Pendekatan kasus ( case aprroach )
Dalam menggunakan pendekatan kasus, yang perlu dipahami oleh
peneliti adalah ratio decidendi, yaitu alasan-alasan hukum yang
digunakan oleh hakim untuk sampai kepada putusanya. Menurut
goodheart ratio decidendi dapat dikemukakan dengan memperhatikan
fakta materil. Fakta- fakta tersebut berupa orang, tempat,waktu, dan
segala yang menyertainya asalkan tidak terbukti sebaliknya.'’
b. pendekatan perundang-undangan ( statut approach)

Dalam metode pendekatan perundang-undangan peneliti perlu

7 Julius Stone, Legal System and Lawyers’ Reasonings (California: Stanford University
Press, 1968), hlm. 267-268.
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memahami hierarki, dan asas-asas dalam peraturan perundang-
undangan. Menurut Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang No. 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (UU No.
12 Tahun 2011), peraturan perundang- undangan adalah peraturan
tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan
dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang
berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan
perundang-undangan.*®

Pendekatan ini dilakukan dengan mengkaji seluruh undang-
undang dan peraturan yang terkait dengan permasalahan hukum yang
sedang diteliti. Hasil dari kajian tersebut akan menjadi dasar argumen
dalam menyelesaikan isu yang dihadapi. Bagi peneliti yang
melakukan penelitian praktis, pendekatan terhadap peraturan
perundang-undangan ini memberikan kesempatan untuk menelaah
apakah terdapat konsistensi dan kesesuaian antara satu undang-
undang dengan undang-undang lainnya, atau antara undang-undang
dengan Undang-Undang Dasar, maupun antara regulasi dan undang-
undang.*®

c. pendekatan futiristic

Sebuah konsep pembelajaran yang dirancang untuk peserta

18 Acmad Ali dan Wiwieheryani, Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum (Jakarta:
Prenadamedia Group, 2013), hlm. 133.

19 Muslan Abdurrahman, Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum (Malang: UMM
Press, 2009), hlm. 9.



didik di masa depan dengan mempertimbangkan esensi serta fungsi
pokok pendidikan dalam pengembangan kuaitas sumber daya manusia
di masa depan. Konsep pembelajaran futuristik digunakan untuk
mempersiapkan diri menuju masa depan maka dari itu dibutuhkan
sikap bijaksana dalam menghadapi globalisasi yaitu dengan
mempersiapkan diri sebaik mungkin dengan memanfaatkan peluang
yang terbuka di dalamnya (Muzamil, 2020).

Pendekatan futuristik, ialah pendekatan yang mengantisipasi
pendidikan menjorok kepada masa mendatang, pendekatan
pemecahan masalah pendidikan didasarkan atas antisipasi perubahan
social. Menurut Tilaar (1967), futurisme lahir dikarenakan oleh
adanya dua jenis keresahan menganalisis pendidikan dewasa ini:
pendekatan tidak mengantisipasi perubahan social yang bakal terjadi,
isi kurikulum terutama diarahkan kepada masyarakat sekarang, yang
mengakibatkan pendidikan itu steril terhadap masa depan dan terpaku
terhadap kebutuhan jangka pendek. Menurut Tilaar, sikap ini tidak
lain membuka jalan-kearah katastrofi, dan dengan demikian
pendidikan telah kehilangan nilai moralnya, tanpa dilakukan
pendekatan ini, pendidikan tidak akan mampu memecahkan
persoalannya secara tuntas dan akan timbul kembali masalah yang
lebih serius dalam waktu yang sangat singkat (Sahar & Aqli, 2020).
Dalam menyongsong era informasi modern, kualitas manusia yang

menurut Soepardjo Adikusumo ditandai dengan informational
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capability, analytical capability, dan scanning capability, pendidikan

harus mampu memunculkan ketiga kemampuan tersebut. Untuk itu

pendidikan harus mampu memberikan kemudahan memperoleh

informasi, menganalisis informasi, dan mendayagunakannya untuk

memecahkan masalah kehidupan. Pada dasarnya pendekatan dalam

kurikulum masa depan mengacu pada prinsip yaitu:

1) Pendekatan yang harus ada dalam pencapaian visi dan misi
pelaksanaan kurikulum masa yang akan dating

2) Kandungan akan dibekalkan melalui berbagai cara penyampaian
dengan menggunakan berbagai strategi

3) Kurikulum akan dibina sebagai modul dan diakses melalui
rangkaian jaringan

4) Bahan pengalaman dan sokongan akan diperolehi daripada
pelbagai sumber dan disepadukan ke dalam struktur terus
kurikulum (Ashari et al., 2022).

Konsep pembelajaran futuristik merupakan sebuah konsep
pembelajaran yang dirancang untuk peserta didik di masa depan
dengan mempertimbangkan esensi serta fungsi pokok pendidikan
dalam pengembangan kuaitas sumber daya manusia di masa depan.
Konsep pembelajaran futuristik digunakan untuk mempersiapkan diri
menuju masa depan maka dari itu dibutuhkan sikap bijaksana dalam
menghadapi globalisasi yaitu dengan mempersiapkan diri sebaik

mungkin dengan memanfaatkan peluang yang terbuka di dalamnya.
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Konsep pembelajaran futuristik pada sektor pendidikan maka sangat
penting untuk mencetak produk sumber daya manusia Indonesia yang
dapat menghadapi arus perubahan zaman. Masa depan ditentukan oleh
pengetahuan sehingga dunia bergabung dan berpijak kepada
pengetahuan. Pengetahuan menjadi modal paling berharga dan paling
dibutuhkan sebab pengetahuan merupakan pemenang dalam berbagai
aktivitas kehidupan. Pendidikan dan pengetahuan sangat dibutuhkan
di masa depan banyak perubahan yang terjadi pada perkembangan
ilmu pengetahuan.

Hal tersebut dikarenakan adanya perubahan teknologi yang
selalu berkembang. Perubahanperubahan pendidikan tersebut antara
lain sebagai berikut:

1) Adanya sebuah kontrol yakni para siswa yang lahir pada generasi
abad ke-21 tidak menyukai hal-hal yang terikat oleh jadwal-jadwal
tradisional selain itu juga tidak menyukai pembelajaran yang
monoton. Selain itu mereka lebih menyukai untuk belajar sendiri
dengan menggunakan alat komunikasi yang bisa menjangkau dunia
yang tak terbatas. Dengan demikian mereka akan memperoleh
informasi dari berbagai sumber yang terhubung tanpa batas untuk
mencapai target pengetahuannya.

2) Adanya berbagai pilihan dalam pembelajaran yaitu untuk
melakukan mata pelajaran proyek siswa akan memilih

menggunakan teknologi untuk memperoleh banyak informasi.
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Mereka hendaknya diberi kebebasan untuk memilih metode dan
teknik-teknik belajar untuk mencapai tujuan yang diharapkan.

3) Adanya ikatan kelompok sosial yaitu seiring dengan
berkembangnya zaman para siswa akan membangun sebuah
kelompok sosial pada media sosial dari berbagai wilayah, lintas
bangsa, negara, budaya dan bahkan agama. Mereka memiliki
jejaring internasional yang dinamis sehingga mereka akan
memiliki pengelaman keilmuan yang jauh lebih baik.

4) Keterbukaan yaitu melalui tradisi jejaring sosial media maka
mereka akan terbelajarkan untuk menjadi terbuka karena dalam
jaringannya semua penganut agama ada dan terkelompokkan
namun komunikasi mereka tetap berjalan dan tidak terganggu oleh
perbedaan-perbedaan tersebut.(Arifuddin.

3. Jenis Dan Sumber Bahan Hukum

Pada penelitian ini terdapat dua bahan hukum yakni sumber bahan

hukum primer, sekunder adalah sebagai berikut :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer dapat dijelaskan secara singkat
sebagai acuan hukum yang bersifat wajib diikuti. Misalnya seperti
peraturan perundang-undangan. Pada penulisan skripsi ini
berbahan hukum primer yang dipakai dalam penelitian ini
diantaranya :

1. Undang-undang nomor 23 tahun 1847 tentang kitab undang-
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undang hukum perdata;

2. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1847 Tentang Kitab
Undang- Undang Hukum Perdata;

4. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan
Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5076);

5. Perma No. 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penanganan
Gugatan Sederhana;

6. Perma No. 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Perma No. 2
Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penanganan Gugatan
Sederhana.;

7. Putusan No. 22/Pdt.G.S/2023/Pn Pkb.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan seluruh informasi
yang berkaitan dengan hukum yang sedang berlaku maupun yang
pernah diberlakukan di suatu negara. Meskipun secara formal tidak
termasuk dalam kategori hukum positif, bahan hukum sekunder
memiliki peran penting dalam mendukung penelitian hukum. Jenis
bahan ini meliputi buku-buku referensi, karya ilmiah seperti
skripsi, tesis, dan disertasi di bidang hukum, pendapat para ahli

atau doktrin, teori-teori hukum yang bersumber dari literatur



hukum, hasil kajian atau penelitian, artikel ilmiah, serta informasi
dari situs web yang relevan dengan topik penelitian. Bahan ini juga
berfungsi sebagai penjelas terhadap bahan hukum primer. Bahan
hukum sekunder dapat berupa buku- buku, karya tulis
ilmiah,jurnal,hasil penelitian baik berupa wawancara dan lainnya.
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum
Studi kepustakan merupakan metode pengumpulan data yang
bersumber dari kepustakaan dan peraturan perundangan-undangan yang ada
di indonesia. Teknik pengumpulan yang digunakan yaitu melalui peraturan
perundangan-undangan yang berkaitan, buku-buku,jurnal- jurnal,dokumen-
dokumen dan website resmi dari pengadilan negeri.
5. Teknik Analisis Bahan Hukum
Analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah
analisis secara kualitatif. Analisis deskriptif kualitatif adalah cara memahami
dan menjelaskan data melalui penyusunan kalimat yang jelas, teratur, masuk
akal, tidak berulang, dan tepat guna. Pendekatan ini bertujuan agar makna
data lebih mudah diinterpretasikan dan hasil analisis dapat dipahami secara
mendalam. Setelah itu, peneliti menarik kesimpulan dengan menggunakan
metode induktif, yaitu berpikir dari hal-hal yang bersifat umum menuju hal-
hal yang lebih khusus, sehingga dapat menggambarkan realitas secara lebih

utuh dan bermakna.
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6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan yang dipakai penulis yakni dengan memakai
metode penarikan kesimpulan dengan metode induktif, yaitu penulisan
memperoleh data-data melalui undang-undang yang berlaku dan pendapat
para ahli dari berbagai jurnal dan buku kemudian menarik kesimpulan
berdasarkan analisis dengan studi kasus pertimbangan hukum hakim atas
gugatan sederhana wanprestasi terhadap perjanjian kerjasama sub kontraktor

studi putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor 22/2023/Pn Pkb.
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